BAB V

PENUTUP

Untuk bab penutup ini. penulis mencoba. memberikan kesimpulan dan
saran-saran sebagai berikut:
5.1 Kesimpulan

5.1.1 Bemtuk Kekerasan KDR'T

Konstruksi pasal 44 ayat (1) mengandung tiga macam perbuatan

maka hal ini akan menimbulkan kekacauan konstruksi kekerasan tisik
karena : (a) Adanya pasal 44 ayat (2) UU PKDRT vang mengatur
masalah “kekerasan fisik yang mengakibatkan korban mendapat jatuh
sakit atau luka berat™. Dengan demkian akan memunculkan dua jenis
aturan yang mengatur hal yang sama yakni melakukan perbuatan yang
mengakibatkan jatuh  sakit dan melakukan  perbuatan  yang
mengakibatkan luka berat menurut pasal 44 avat (1) dan pasal 44 ayat
(2), (b) Adanya pasal 44 ayat (4) UU PKDRT yang mengatur masalah
“kekerasan fisik ringan™. Karena perbuatan pokok kekerasan fisik
ringan menunjuk pada pasal 44 ayat (1) UU PKDRT tetapi dengan
syarat tidak menimbulkan penyakit atau halangan bekerja, sehingga
tidaklah mungkin perbuatan dalam pasal 44 ayat (1) diartikan sebagai

perbuatan yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat, karena jatuh

sakit atau luka berat pasti akan menimbulkan penyakit atau halangan
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bekerja (jadi perumusan pasal 44 avat (1) UU PKDRT tidak
memungkinkan adanya kekerasan fisik ringan).
5.2 Pemberian dan Perintah Perlindungan
Bahwa upaya untuk memberikan  rasa aman kepada korban

KDRT melibatkan pikak keluarga. advokat. lembaga sosial. kepolisian,

kejaksaan. pengadilan ataw pihak lainnya. Jika melihat aturan UU

PKDRT maka pihak lainya adalah dalam kualifikasi sebagai tenaga

kesehatan, pekerja social relawan pendamping, dan/atau pembimbing

rohani:

a) Keluarga: membantu proses pengajuan  permohonan  penetapan
perlindungan (pasal 15 UU PKDRT) dalam bentuk membantu
membuat permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan
(vide pasal 29 UU PKDRT).

b) Advokat: Yang bermaksud advokat adalah orang yang berfrofesi
memberi jasa hukum.berupa Kkonsultan hukum bantuan hukum.
menjalankan kuasa .mewakili,mendampingi.membela,dan melakukan
tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien,baik di dalam
maupun di luar pengadilan yg memenuhi persyaratan berdasarkan
ketentuan UU (vide pasal | angka | jo angaka 2 UU no..18 tahun
2003 tentang advokat), dalam hal memberikan perlindungan dan
pelayanan UU PKDRT dalam pasal 25 memberikan advokat

™
kewajiban : Memberiakan konsultansi hukum yang mencangkup
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informasi mengenai hak-hak — Korban  dan  proses  peradilan:
Mendampingi korban di tingkat penyidik.penuntutan.dan pemeriksaan
dIm sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap
memaparkan KDRT vang dialaminya: Melakukan koordinasi dengan
sesama penegak hukumeorelawan pendamping.dan pekerja sosial agar
proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Lembaga sosial: Yang di-maksud dengan lembaga social. lembaga
atau organisasi social yang perduli terhadap masalah Kkekerasan dalam
rumah tangga. misalnya lembaga-lembaga bantuan hukum (Vide
penjelasan pasal 10 hurut a UU PKDRT). Di mana kewajiban
lembaga social dalam memberikan perlindungan adalah :

Pihak lainnya,yakni tenaga kesehatan pekerja sosial,relawan
pemdamping . dan/atau pembimbing rohani

Pekerja sosian, kewajibannya :

Relawan pendamping

Pembimbing rohani.kewajibannya:

Perintah Perlindungan Dan Penahanan Pelaku Tindak Pidana

Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Saran
Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga, harus selalu di
sosialisasikan agar supaya, masyarakatkat tidak ragu lagi untuk

LS
melaporkan kekerasan dalam rumah tangga.
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Pemberian perlindungan dan perintah perlindungan yang diberikan
aparat penegak hukum harus scimbang vang diberikan  kepada
masyarakat. sehingga masyarakat merasa nvaman dan terlayani oleh

aparat penegak hukum.
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